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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Mekanisme Pembayaran Upah
Guru Honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto”
adalah hasil dari penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan
tentang: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran
upah guru honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten
Mojokerto? (2) Bagaimana tijauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap mekanisme pembayaran upah guru honorer di
SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto?

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan
informan di SDN Ngembeh 2 guna mengumpulkan data mengenai mekanisme
pembayaran upah guru honorer. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis
menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang prosedur pemecahan
masalah penelitiannya diselidiki dengan mengambil fakta-fakta yang terjadi di
lapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Menurut hukum Islam
mekanisme pembayaran upah guru honorer sah karena telah memenuhi rukun dan
syarat ijarah meskipun tidak sesuai dengan prinsip ijarah. (2) Menurut Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap mekanisme
pembayaran upah guru honorer tidak sesuai dengan pasal 78 karena seharusnya
pekerja yang melakukan pekerjaan melebihi waktu kerja maka berhak
mendapatkan upah tambahan dari pemberi kerja meskipun tambahan upah yang
didapatkan tidak sebanyak buruh pabrik dan pasal 88 karena upah yang
didapatkan guru honorer kurang layak.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran kepada
kepala sekolah agar mencari solusi mengenai mekanisme pembayaran upah,
kepada guru honorer agar lebih mengetahui mekanisme pembayaran upah serta
lebih mengedepankan rasa keikhlasan dalam memberikan ilmu kepada anak
didiknya di sekolah, dan kepada pemerintah hendaklah mencari solusi untuk
kesejahteraan guru honorer di Indonesia.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin pesat maka kebutuhan

setiap individu akan semakin bertambah. Untuk mencukupi semua
kebutuhannya salah satu yang dilakukan adalah bekerja. Dengan bekerja
maka seseorang dapat memenuhi berbagai kebutuhannya yang sangat
beragam. Seseorang bekerja karena mempunyai berbagai keinginan dan motif
yang harus dicapai. Dalam Islam perintah bekerja merupakan salah satu
kewajiban dari agama untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, aman, dan
tentram. Tujuan seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan gaji yang
layak. Gaji dapat mempengaruhi Kinerja seseorang. Semakin tinggi gaji yang

diterima, maka akan meningkatkan semangat kerja mereka.*

Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya pasti membutuhkan
orang lain, itu sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Tidak
semua orang mempunyai modal untuk membuka usaha, sehingga perlu
adanya hubungan kerja antara pengusaha selaku pemberi pekerjaan dengan
karyawan/buruh yang telah dipekerjakan. Seseorang yang bekerja wajib
mendapatkan haknya yaitu gaji/ upah. Kegiatan sosial tersebut jika dalam
islam disebut dengan Muamalah. Hubungan kerja yang terjadi antara pemberi

kerja dengan pekerja telah dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja

! Aria Mulyapradana dan Muhammad Hatta, Jadi Karyawan Kaya: Genius Mengetahui Dan
Mengelola Hak Keuangan Karyawan (Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 2016), 2.

1



termasuk masalah gaji/ upah, tunjangan, cuti, serta hak- hak pekerja yang

lainnya.

Gaji/upah adalah suatu imbalan berupa uang atas pekerjaan yang telah
dilakukan, dimana seseorang tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa
berdasarkan pada perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati. Sistem gaji
atau pemberian upah dapat dilakukan tiap hari, tiap minggu, atau bahkan tiap
bulan. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan upah merupakan imbalan dalam bentuk uang, diberikan oleh
pengusaha atau pemberi kerja yang diterima sebagai hak dari karyawan atas
pekerjaan yang telah dilakukan dan ditetapkan dalam perjanjian kerja sesuai

dengan Peraturan Undang-undang yang berlaku.?

Ketentuan waktu kerja telah diatur dalam pasal 77 ayat 1 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 77 ayat 1
menyebutkan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu
kerja. Mengenai kelebihan waktu kerja dijelaskan pada pasal 78 ayat 2 bahwa
pengusaha yang mempekerjakan buruh melebihi waktu kerja maka wajib

untuk membayar upah kerja lembur.?

Standar pengupahan dalam mempekerjakan seseorang haruslah adil
dan layak sesuai dengan hasil pekerjaannya baik berupa fisik atau fikiran.
Besar kecilnya upah sangat berdampak pada tingkat pemenuhan kebutuhan.

Karena pemberian upah dibawah atau kurang dari standar yang telah

2 -
Ibid, 5.
¥ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



ditentukan merupakan suatu hal yang dzalim dan dapat disebut sebagali

penganiayaan.

Permasalahan sistem pengupahan di Indonesia selalu menjadi
perdebatan. Dimana hal tersebut berdampak luas pada sistem perekonomian
negara. Dalam hubungan kerja upah adalah sesuatu hal yang sangat penting
dan harus ada dalam kontrak penjanjian kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa
sejatinya orang bekerja tujuan utamanya yaitu memperoleh gaji/upah. Oleh
karena itu diharuskan pada pemberi kerja untuk bisa memberikan gaji/upah

yang layak bagi para karyawannya.

Dalam hukum Islam upah masuk kategori ijarah. Secara bahasa,
ljarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti al-iwadu atau kata ganti, lalu
ath-thawab yang artinya pahala yang kemudian dinamakan dengan al-ajru
atau ujrah yaitu upah.* ljgrah menurut istilah syara’ adalah jenis akad yang
digunakan untuk mengambil manfaat dengan adanya pergantian. ljarah

berasal dari kata ujrah dimana artinya adalah sewa dan upah.®

Ujrah merupakan suatu imbalan yang wajib diterima oleh seseorang
yang telah menyelesaikan pekerjaannya, dimana imbalan yang diberikan oleh
pemberi kerja harus adil dan layak serta imbalan pahala di akhirat berupa

perubahan yang lebih baik. Menurut Figih perjanjian kerja disebut dengan

* Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam (Bandar Lampung: CV Arjasa
Pratama, 2020),7.

®> Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 316.



ljarah ‘al- ‘amal yaitu sistem upah mengupah karena terjadi adanya sewa

menyewa berupa jasa atau pekerjaan.®

Hukum diperbolehkannya ijarah terdapat dalam QS. Al-Qasas ayat ke

26, yaitu:

R £, o @%; i, o 2 e o Tz
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Salah satu seorang dari kedua perempuan itu berkata, “wahai
bapakku jadikanlah dia sebagai pekerja kita, sesungguhnya orang yang

paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja kita ialah orang yang kuat
dan dapat dipercaya”.’

Rasulullah memerintahkan seorang majikan (pemberi kerja) harus
membayarkan upah kepada pekerja ketika mereka telah selesai melakukan

perkerjaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah:

e Sad OF 48 21 50 1Lt

Berikanlah upah kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering.
(HR. Ibnu Majah).?

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwasannya, Islam sangat
menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang salah
satunya adalah adil. Adil yang dimaksud adalah memberikan hak kepada
seseorang yang berhak menerimanya. Dalam hal ini berarti seorang majikan
harus memberikan hak-hak pekerja atas selesainya pekerjaannya yang

dilakukan. Salah satu hak pekerja adalah menerima upah yang layak.

® Muhammad Yazid, Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 198.
" Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung: PT Sygma Examedia
Arkanleema, 2009), 388.

& Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram (Jakarta Timur: Akbar
Media, 2012), 245.



Di era globalisasi, persaingan antar negara-negara di dunia semakin
ketat dan kompetetif. Dalam hal mewujudkan pembagunan nasional, maka
sangat diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas
mengenai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh semua warga
masyarakat. Salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yaitu melalui pendidikan. Pendidikan adalah proses belajar mengajar
serta didik mendidik yang mana dapat berpengaruh besar bagi kehidupan
setiap orang dimasa depan. Untuk menciptakan suatu keberhasilan dalam
dunia pendidikan maka peran guru sangat berpengaruh karena keterlibatannya

secara langsung dalam hal belajar mengajar.

Profesi guru adalah profesi yang masih banyak diminati oleh semua
orang. Perkembangan potensi siswa sangat terpengaruh oleh peran seorang
guru. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan
dosen, bahwa “Guru merupakan tenaga pendidik profesional dengan tugas
utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.’

Menurut pendapat dari Djamarah, guru merupakan komponen penting
yang dekat dengan masyarakat dalam ruang lingkup pendidikan. Dalam
upaya untuk mencerdaskan dan mengembangkan watak generasi bangsa agar

menjadi lebih bermoral merupakan tujuan dari adanya proses pendidikan.

® Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang
Guru dan Dosen.



Berdasarkan pada ketentuan umum pasal 1 ayat 1 Undang- undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasioal bahwa pengertian pendidikan
adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan
proses pembelajaran supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi diri
secara aktif untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan

oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.*°

Seorang guru harus tulus dan ikhlas dalam memberikan ilmu
pengetahuan kepada semua anak didiknya. Jumlah tenaga pendidik atau yang
biasa disebut guru di Indonesia sangatlah banyak namun kesejahteraan guru
masih belum tercapai khususnya untuk kesejahteraan dan tunjangan guru
honorer. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh guru honorer maupun
guru PNS adalah sama, vyaitu mendidik, mencerdaskan, serta
mengembangkan dan memajukan sumber daya manusia. Meskipun mereka
mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sama tetapi gaji dan tunjangan
yang didapatkan oleh guru PNS sangat berbeda jauh dengan guru honorer.
Dimana gaji dan yang diterima oleh guru honorer tidak sebanding dengan
kerja keras dan upaya yang telah dilakukan. Tidak menempis kemungkinan,

bahwa seorang guru honorer juga sangat menginginkan kesejahteraannya

19 presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 thun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional.



terjamin. Mendapatkan penghasilan yang layak merupakan impian seorang

guru honorer agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.™

Terdapat berbagai permasalahan yang dialami oleh guru honorer
seperti gaji yang didapatkan rendah dan belum bisa dikatakan layak serta
peluang menjadi ASN sangat kecil. Pada umumya gaji/upah yang diterima
oleh guru honorer tergantung pada banyaknya jam pelajaran yang diambil

serta berdasarkan pada ketetapan dan kemampuan lembaga untuk membayar.

Pembayaran upah guru honorer atau tenaga kependidikan dan non
kependidikan di  sekolah yang diselenggarakan pemerintah dapat
menggunakan dana BOS dengan ketentuan paling banyak adalah 50% dari
seluruh total dana BOS yang diterima.*® Hal ini berlaku setelah Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dikeluarkan dan disahkan, maka
pembayaran gaji/ upah guru honorer harus sesuai dengan Pasal 13 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 6 tahun 2021 tentang

petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Turunnya dana BOS dari pemerintah yang diberikan kepada lembaga
sekolah yaitu setiap 3 bulan sekali. Periode pembayaran upah guru honorer
disetiap lembaga sekolah berbeda-beda. Upah guru honorer ada yang
dibayarkan setiap 3 bulan sekali karena menunggu turunnya dana BOS,

namun ada juga yang dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan dana

11 Affa Azmi Rahman Nada, Usaha Pemberian Layanan Yang Optimal Guru BK Pada Masa
Pandemi Covid-19 (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 149.

12 Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.



pribadi pihak sekolah. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan bahwa
pembayaran upah guru honorer sering terjadi keterlambatan. Sehingga upah
yang diberikan kepada guru honorer menjadi tidak tepat waktu. Biasanya
ketepatan waktu pembayaran upah guru honorer tergantung pada pemberian
dana BOS dari pemerintah dan lembaga sekolah itu sendiri. Selain terjadi
keterlambatan pembayaran upah, tidak semua guru honorer mendapatkan

tunjangan dari pemerintah.

Di SDN Ngembeh 2 pembayaran gaji guru honorer tidak berdasarkan
pada banyaknya jam mengajar namun tergantung pada posisi yang
didudukinya. Dimana untuk guru honorer kelas dan guru honorer yang
mengajar mata pelajaran tertentu digaji sebesar Rp600.000,00 perbulan dan
untuk guru honorer bantu kelas dibayar Rp300.000,00 perbulan. Dana untuk
membayar upah guru honorer berasal dari dana BOS. Turunnya dana BOS
berdasarkan pada laporan yang disetorkan ke Dapodik. Sehingga jika laporan
yang dibuat mengalami keterlambatan penyetoran, maka dana BOS akan

turun terlambat.*®

Selain itu juga guru honorer sering mendapatkan amanat mengajar di
luar ketentuan jam mengajarnya ketika saat guru PNS atau wali kelas rapat
dan berhalangan hadir. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 biasanya ada tambahan
jam untuk les. Dalam mengisi jam tambahan berupa les biasanya guru
honorer yang diberi amanat untuk membantu wali kelas. Kadang jika wali

kelasnya tidak masuk atau ada kepetingan lain maka yang mengisi adalah

13 Sukarnik (Kepala Sekolah SDN Ngembeh 2), Wawancara, Mojokerto, 27 September 2021.



guru honorer. Namun adanya jam tambahan tersebut tidak membuat upah

yang diterima guru honorer bertambah.*

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa
penambahan jam kerja di luar ketentuan dapat di masukkan sebagai kerja
lembur. Yang mana dalam kerja lembur pastinya ada uang tambahan yang
diberikan. Namun untuk SDN Ngembeh 2 tidak melakukan hal demikian.
Lalu bagaimanakah kesesuaian pemberian upah yang benar menurut hukum
Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan?. Sehingga berdasarkan pada
uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai
hal tersebut yang dituangkan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap
mekanisme pembayaran upah guru honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan

Dlanggu Kabupaten Mojokerto™.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengindari kesalahpahaman dari
penelitian ini maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:
1. Penerapan upah terhadap guru honorer
2. Penambahan jam mengajar guru honorer
3. Kelayakan dalam pemberian upah
4. Keterlambatan dalam pembayaran upah
5. Problematika penerapan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 terhadap

pemberian upah

“ Ibid.
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6. Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap mekanisme pembayaran upah guru

honorer

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa
pembahasan yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Hal ini bertujuan
agar peneliti lebih jeli dan fokus dalam membahas permasalahan tersebut.

Maka dari itu, Peneliti akan memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran upah guru
honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

2. Tinjauan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
terhadap mekanisme pembayaran upah guru honorer di SDN Ngembeh 2
Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan
batasan masalah di atas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini
terhadap rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran upah
guru honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten
Mojokerto?

2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap mekanisme pembayaran upah guru honorer di

SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto?
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D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumusan
masalah. Sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci mengenai
tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme
pembayaran upah guru honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan
Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap mekanisme pembayaran upah guru
honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten
Mojokerto.

E. Kajian Pustaka

Adanya tinjuan pustaka ini bertujuan memperkuat penelitian yang
dilakukan untuk menghindari plagiat dan duplikasi terhadap suatu penelitian
yang telah ada. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu
menganalisis hasil karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya terkait
mekanisme pembayaran upah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya antara lain:

Pertama, pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Afifah Nurul
Jannah, (Skripsi, 2009) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang
Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah”. Membahas

tentang kebijakan pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Kepegawaian
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Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai Upah. Perbedaan
penelitian yaitu terletak pada pisau analisis, objek, dan tempat penelitian.

Kedua, pada penelitian yang ditulis oleh Delia Rahma Nafisa,
(Skripsi, 2021) dengan judul “Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorer
di Masa Pandemi Covid-19 dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan
Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Bos Reguler (Studi Kasus di Desa ponggok kecamatan
ponggok Kabupaten Blitar)”. Membahas tentang mekanisme pembayaran
upah dengan menggunakan analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis
Bos Reguler. Persamaan penelitian Delia dengan penelitian penulis yaitu
membahas tentang mekanisme upah. Perbedaannya terletak pada pisau
analisis nya.

Ketiga, pada penelitian yang ditulis oleh Arif Setiawan, (Skripsi,2016)
dengan judul ‘“Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Honorer di Balai
Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Pontianak”. Membahas tentang penggajian tenaga honorer mengacu
pada Permenkeu Nomor 65/PMK.02.2015/ tentang Standar Biaya Masukan
tahun 2016 dan Sk Gubenur Nomor 827/Disnakertrans/ 2015 tentang UMP.
Persamaan penelitian ~ Arif dengan penelitian penulis yaitu membahas
mengenai pembayaran Gaji. Perbedaannya terletak pada analisis peraturan

dan subjeknya.
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Keempat, pada penelitian yang ditulis oleh Diki Setiawan, (Jurnal
Krisna Law, 2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga
Kerja Kontrak Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Surat Perjanjian Kontrak Kerja
N0.008/ SPKK.1137/Disdamkar.Set)”. Membahas tentang legalitas pegawai
honorer di dinas pemadam kebakaran di kota bekasi. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pegawai honorer
berdasarkan UU ketenagakerjaan. Perbedaannya terletak pada objeknya.

Kelima, pada penelitian yang ditulis oleh Ahmad Rifai, (Jurnal Unizar
Law Review, 2019) dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak
Bekerja Guru Yayasan dengan Honorer Sekolah Negeri di tinjau dari
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.
Membahas tentang hak-hak bekerja guru honorer dan guru yayasan.
Persamaan penelitian Rifai dengan penelitian penulis adalah membahas
mengenai guru honorer dan UU Nomor 13 Tahun 2003. Perbedaannya
terletak pada fokus permasalahan.

Dari pokok bahasan penelitian sebelumnya yang telah penulis
paparkan di atas, maka ada perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis
yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Guru
Honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.
Pada penelitian ini nanti akan membahas tentang mekanisme pembayaran

guru honorer berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13
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Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sedangkan persamaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang tenaga
honorer.
. Kegunaan Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik
manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktik.
1. Manfaat secara teoritis
Hasil dari penelitian ini, secara teoritis dapat dijadikan sebagai
bahan kajian bagi peneliti selanjutnya baik perguruan tinggi maupun
lembaga pendidikan lainnya, serta diharapkan untuk lebih memahami dan
peka terhadap permasalahan yang terjadi khususnya di dunia pendidikan.
2. Manfaat secara praktik

a. Memberi manfaat bagi kepala sekolah untuk lebih mengetahui tentang
perbedaan kebijakan yang ada di lembaga pendidikan di Kecamatan
Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

b. Menambah wawasan bagi dinas pendidikan dan kebudayaan mengenai
lembaga pendidikan yang telat mendapatkan dana BOS dari ketentuan
yang telah ditetapkan.

c. Menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui
tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
tentang mekanisme pembayaran upah guru honorer di SDN Ngembeh 2

Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.
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G. Definisi Operasional
Guna mendapatkan gambaran secara jelas dan menghindari terjadinya

kesalahpahaman pembaca dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka perlu

adanya pejelasan mengenai judul di atas:

1. Hukum Islam adalah keseluruhan aturan-aturan yang bersumber dari al-
Quran dan Hadist.”> Hukum Islam dalam penelitian ini yaitu terkait
dengan ijarah. ljarah merupakan kontrak/akad perjanjian antara kedua
belah pihak yang telah disepakati untuk mengambil manfaat dari suatu
objek, dapat berupa barang atau jasa. Dimana dalam hal ini orang yang
menerima manfaat akan memberikan upah kepada pemilik manfaat
dalam bentuk imbalan atau ujrah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang
mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan tenaga kerja pada saat
sebelum, selama, maupun sesudah kontrak kerjanya selesai. Upah dalam
Undang-undang Ketenagakerjaan disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 yaitu
upah merupakan hak seorang pekerja/buruh yang diterima serta
dinyatakan dalam bentuk berupa uang atau tunjangan yang ditetapkan
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja
/buruh yang telah ditetapkan dan dibayarkan menurut ketentuan
perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan Undang-Undang.

3. Mekanisme pembayaran upah merupakan suatu langkah, metode,
prosedur, cara, proses dan sistem kerja suatu organisasi di lembaga

tertentu. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah lembaga pendidikan

15 Saija dan Igbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 1.
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Sekolah Dasar melakukan suatu mekanisme pembayaran upah guru
honorer ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Guru honorer merupakan tenaga kerja pendidik di lembaga pendidikan
yang mana gaji yang diterima sangatlah sedikit. Tujuan adanya guru
honorer di suatu lembaga yaitu untuk membantu tugas guru kelas
maupun mengisi mata pelajaran tertentu.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data
yang diperoleh merupakan peristiwa fakta yang benar- benar terjadi. Peneliti
harus terjun secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang valid.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Kkualitatif. Metode yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Dalam hal
ini peneliti mendapatkan data secara langsung dari informan yang dijadikan
sebagai objek penelitian. Informan penelitian terdiri dari kepala sekolah,
bendahara dan guru honorer yang memiliki pengetahuan dan pengalaman

tentang mekanisme pembayaran upah guru honorer di SDN Ngembeh 2.

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti mengumpulkan data di
lapangan bukan berupa angka sehingga dapat dideskripsikan dan dianalisis
objeknya disertai dengan kegiatan mencatat terhadap hal-hal yang ditemukan

di lapangan.*®

16 Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bali: Nilacakra, 2018), 10.
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2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngembeh Kecamatan Dlanggu

Kabupaten Mojokerto Jawa timur.

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat peneliti maka
dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa mekanisme pembayaran
upah guru honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten
Mojokerto.
4. Sumber Data

a. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang memberikan data
kepada peneliti secara langsung.!” Sumber data primer diperoleh
peneliti dengan melakukan wawancara secara langsung kepada
informan yaitu kepala sekolah, bendahara dan guru honorer di SDN
Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang memberikan
petunjuk kepada peneliti mengenai arah penelitian. Diperoleh berasal
dari buku slip SPJ gaji dan Profil SDN Ngembeh 2 di Kecamatan
Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

5. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan pada data primer dan data sekunder yang telah
diperoleh, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti

sebagai berikut:

17 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2017), 132.
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a. Wawancara
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti
dengan mengajukan pertanyaan khusus kepada narasumber secara
tatap muka (langsung) dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban
dari permasalahan. Hasil dari wawancara akan dicatat oleh peneliti.
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan kepala sekolah,
bendahara dan 2 guru honorer SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto. Data yang diperoleh dari hasil wawancara
berupa pernyataan dari kepala sekolah, bendahara dan 2 guru honorer
tentang mekanisme pembayaran upah guru honorer di SDN Ngembeh
2.
b. Dokumentasi
Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan pencarian data
dari buku slip SPJ gaji dan Profil sekolah SDN Ngembeh 2

Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

6. Teknik Analisis Data
Dari pemaparan masalah di atas maka pembahasan hanya berfokus
pada tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap mekanisme pembayaran upah guru
honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

Dalam Hukum Islam pemilik objek sewa berhak untuk mendapatkan upah
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yang layak.'® Selain itu terdapat peraturan Undang-undang Nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari sini penulis akan menganalisa
apakah mekanisme pembayaran upah di SDN Ngembeh 2 Kecamatan
Dlanggu Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan hukum Islam dan
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif
untuk memecahkan masalah di lapangan berdasarkan pada subjek atau
objek penelitian disertai dengan fakta-fakta yang terjadi. Dengan
menggunakan metode deskriptif maka peneliti menguraikan, menjelaskan
serta mendeskripsikan data dan informasi yang telah terkumpul. Data
yang akan dideskripsikan oleh penulis berupa data tentang tinjauan
Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terkait mekanisme pembayaran upah guru honorer di
SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

Penarikan analisis ini dilakukan dengan pola pikir induktif. Dalam
hal ini masalah yang ada dipaparkan secara jelas dan rinci serta diuraikan
kemudian ditarik ke teori hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apakah sesuai mekanisme
pembayaran upah guru honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto dengan meninjau sesuai dengan hukum yang

berlaku. Setelah dianalisis kemudian dibuat kesimpulan berdasarkan pada

'8 Harun, Figh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122.
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rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini disertai dengan
memberikan saran.
Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara keseluruhan
dan sistematis terkait penelitian ini, maka peneliti membagi ke dalam
beberapa bagian bab yaitu:

Dalam bab pertama vyaitu pendahuluan yang berisi uraian latar
belakang munculnya suatu permasalahan dalam penelitian, identifikasi dan
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka,
kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Kemudian pada bab dua memuat Konsep pengupahan menurut hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam hal ini terdiri dari pengertian upah atau ijarah (ujrah), Syarat dan
rukun upah ijarah (ujrah), macam-macam ijarah (ujrah) dalam hukum Islam,
sistem ujrah dan menjelaskan isi dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

Pada bab tiga berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi
penelitian, profil singkat SDN Ngembeh 2, gambaran mekanisme
pembayaran upah di SDN Ngembeh 2.

Pada bab ke empat merupakan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap mekanisme
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pembayaran upah guru honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto.

Pada bab kelima merupakan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan
dan saran yang merupakan jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang

telah ditentukan.
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TEORI UPAH DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Konsep Upah Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Upah (Ujrah)

Secara bahasa, ljarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti al-
iwadu atau kata ganti, lalu ath-thawab yang artinya pahala yang kemudian
dinamakan dengan al-ajru atau ujrah yaitu upah.' ljarah secara
terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama
figih. Menurut ulama Hanafiyah bahwa ijarah adalah suatu transaksi
terhadap adanya manfaat suatu objek di sertai dengan imbalan.?
Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah pengertian ijarah adalah akad
terhadap adanya manfaat tertentu yang bersifat mubah dan boleh
dimanfaatkan disertai dengan imbalan sebagai penggantinya. Menurut
perkataan ulama Malikiyah, ljarah merupakan akad pemindahan dari
kepemilikan atas manfaat suatu objek yang dibolehkan dalam ikatan waktu

disertai dengan adanya pemberian kompensasi tertentu.*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upah adalah uang atau

imbalan lainnya dibayarkan oleh pemberi kerja sebagai bagian dari balasan

! Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam (Bandar Lampung: CV Arjasa
Pratama, 2020),7.

2 Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah Dan Figh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan
Bisnis Kontemporer (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 115.

% Ibid, 116.

22
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jasa atau tenaga yang telah di lakukan oleh pekerja karena telah
mengerjakan sesuatu. Pemberian upah harus berdasarkan pada perjanjian
yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara
pekerja dan pemberi kerja atau majikan. Dalam suatu kontrak perjanjian
kerja berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang bersangkutan.
Dalam hal ini maka pemberi kerja harus memberikan upah pekerja atas

selesainya pekerjaan yang telah dilakukan.*

Maka berdasarkan pada paparan definisi di atas, dapat disimpulkan
bahwa ijarah merupakan suatu akad pemindahan hak atas objek sewa
(barang/jasa) dalam ikatan waktu dengan disertai imbalan berupa upah.
Dalam hal ini imbalan disebut sebagai upah sewa yang tidak diikuti
dengan adanya perpindahan kepemilikan atas objek yang disewakan. Inti
pokok dari ijarah terletak pada pengambilan suatu manfaat terhadap
barang/jasa disertai ikatan waktu tertentu dengan adanya imbalan berupa

upah.”

Sama halnya dengan perjanjian yang lain, ijarah dibuat atas dasar
kesepakatan dan kerelaan para pihak yang mempunyai kekuatan hukum
pada saat berlangsungnya akad sewa menyewa tersebut. Dengan demikian
mu jir selaku orang yang menyewakan harus menyerahkan barangnya atau
ma jur kepada penyewa atau musta jir, sehingga mu’jir berhak untuk

memperoleh imbalan berupa ujrah atau upah.

* Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam., 10.
® Harun, Figh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122.
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Aturan upah atau ujrah dalam figh yaitu upah berupa harta harus di
ketahui kedua belah pihak dan harus dinyatakan secara jelas sehingga
tidak menindas pihak manapun.® Hal ini telah disebutkan dalam QS. Al-

Bagarah: 279:

T oo N0l 5 oss o Z[T ot o C 0% .. ¥ ¢ or a’ifif BRI
:)a;”’).’; % :)a;j.c

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari
Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak

atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak
di zalimi (dirugikan).’

Pada penjelasan ayat di atas maka dapat diambil pengertian bahwa
dalam kontrak perjanjian mengenai upah maka kedua belah pihak
diperingatkan agar menerapkan sikap yang adil dan jujur dalam
menjalankan semua urusan mereka untuk menghindari adanya tindakan

dzalim dan merugikan orang lain.®

2. Dasar Hukum ljarah
Dalam Islam, akad ijarah hukumnya diperbolehkan atau Mubah.
Yang dimaksud dengan Mubah vyaitu sesuatu yang boleh dilakukan
berdasarkan pada ketentuan dalam hukum Islam serta tidak melanggar
larangannya. Dasar hukum ijarah yaitu Al-Quran, Hadist, dan Zjma’.’

Untuk penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

® Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, 10.
" Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, 47.

& Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam..., 11.
® Mahmudatus Sa’diyah, Figih Muamalah 11: Teori Dan Praktik (Jepara: Unisnu Press, 2019), 72.
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a. al- Quran
Dalam al-Quran dasar hukum ijarah terdapat di QS. al- Bagarah

ayat 233:

(,_L'\ i (,_';..Ld 15) (,_i«\.c Fis pH (i_}{.;‘ﬁj/\ I asind OF 2351 0.,
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Dan jika kamu ingin menyusuhkan anakmu kepada orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut cara yang patut. Bertagwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan.™

Dapat diketahui bahwa ayat dalam QS. al- Bagarah di atas
memperbolehkan adanya transaksi dengan menggunakan akad sewa
menyewa (ijarah). Namun adanya kebolehan tersebut harus disertai
dengan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak jika anaknya
mau disusukan dengan adanya pemberian imbalan yang berupa upah
atau ujrah. Dengan demikian seseorang yang telah memanfaatkan
objek atau jasa orang lain harus dan wajib memberikan upah yang

layak atas diterimanya manfaat objek sewa.!

Dalam QS. al-Qasas ayat ke 26, yaitu:

o, o - ¢ = 2 < 2 Ve o fi%
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Salah satu seorang dari kedua perempuan itu berkata,
“wahai bapakku jadikanlah dia sebagai pekerja kita,
sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil
sebagai pekerja kita ialah orang yang kuat dan dapat

dipercaya”.*?

19 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan..., 37.
1 Harun, Figh Muamalah..., 123.
12 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, 388.
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Pada ayat di atas menceritakan Kisah dari suatu perjalanan nabi
Musa as. ayat tersebut sangat sesuai dengan kontak dimana ditengah
jalan beliau bertemu dengan dua putri nabi Ishag, yang salah satu
putri nabi Ishag memohon kepada nabi Musa as untuk dapat
dijadikan isti’jar (tenaga/jasanya disewa) untuk memelihara dan
mengembala kambing-kambingnya.”® Dalam peristiwa ini maka
adanya proses sewa menyewa dari jasa/tenaga seseorang sangatlah
diperbolehkan serta tata cara pembayaran telah disepakati di awal

kontrak perjanjian ijarah.
Dalam QS. al- Kahfi ayat 77:

A 8w 5 o et {o7 e 2 of 2t % o o %/”"/
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Keduanya berjalan hingga sampai pada suatu negeri,
mereka meminta untuk dijamu kepada para penduduk negeri
itu, tetapi penduduk negeri tersebut tidak mau menjamu
mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu
dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr berusaha

menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau,
niscaya kamu mengambil upah untuk itu.**

Dalam ayat di atas maka dapat diambil pengertian bahwa jika
ada seseorang telah memberikan tenaga atau jasanya kepada orang
lain, maka orang tersebut sebagai pemberi tenaga atau jasa berhak

atas imbalan yang diterima.

b. Hadist

3 Harun, Figh Muamalah..., 123.
14 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, 302.
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Hadist mengenai upah yaitu sebagai berikut:

%y\\}izz\%ujggwg;a&\JQJJGJG};LQ;M,\;;&;
(el Bmle clolyy) 42 Ead O 45 g2
Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah Bersabda:

berikanlah Upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering
(HR lbnu Majah).*

Dari Ibnu Abas r.a Nabi SAW bersabhda:

i
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s
Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasannya Rasulullah

pernah berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada
tukang bekam.*®

Berdasarkan pada hadist di atas maka sangat dianjurkan kepada
pemberi kerja untuk segera memberikan upah pekerja segera
mungkin. Karena dalam memenuhi kebutuhan hidup, para pekerja
sangat mengharapkan pemberian upah secepatnya. Dan apabila ada
seseorang Yyang memakai jasa orang lain, maka orang yang

menerima manfaatnya harus memberikan upah atas objek sewa.

c. Ijma’

Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk melakukan

transaksi ijarah. Dalam hal ini ijarah hukumnya adalah Mubah.

15 Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asgalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram (Jakarta Timur: Akbar
Media, 2012), 245.
'° 1bid, 244.
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hukum kebolehan ijarah juga telah disepakati oleh para ulama’. Para

ulama telah bersepakat atas disyariatkannya akad ijarah.'’

Manusia memiliki banyak keterbatasan dan sikap saling
membutuhkan sehingga dalam nash memperbolehkan adanya ijarah.
ljarah adalah salah satu alternatif yang digunakan oleh manusia
untuk mengatasi keterbatasannya. Dalam hal tersebut maka ijarah
merupakan salah satu bentuk dari tolong- menolong antar sesama
manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena sikap tolong
menolong termasuk adanya akad ijarah telah diajarkan dalam

Agama Islam.

3. Rukun ljarah
Untuk melaksanakan ijarah maka harus diketahui dan dipahami
rukun-rukunnya agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan Hukum
Islam serta menghindari adanya perbuatan yang merugikan pihak lain.
Berdasarkan hal tersebut maka rukun ijarah menurut para Fugaha adalah

sebagai berikut:

a. ‘Agidayn, pihak atau pelaku yang terlibat dalam perjanjian kontrak
ljarah. Pihak-pihak tersebut meliputi mu jir/ajir (Orang yang
memberikan tenaga/jasa/manfaat) dan musta jir (penyewa atau orang

yang menggunakan jasa/manfaat atas objek sewa).™®

17 Sa’diyah, Figih Muamalah 11: Teori Dan Praktik..., 74.
8 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Figh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi
Sosial-Ekonomi (Kediri: Aghitsna Publisher, 2020), 279.
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sighat, yaitu ijab gabul yang diucapkan oleh mu jir/ajir dan musta jir
sebagai tanda atas kesepakatan objek sewa. sighat dalam hal ini
merupakan simbol atas perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak
mengenai ijarah. Musta jir sebagai penyewa yang mendapat manfaat
dari objek sewa harus membayar imbalan berupa upah kepada
mu jir/ajir selaku pemilik atau pemberi jasa/manfaat.

Ujrah, imbalan atau upah yang diberikan musta ’jir kepada mu ’jir/ajir
atas perolehan manfaat dari suatu objek sewa. Pemberian ujrah
haruslah jelas dan sudah diketahui jumlahnya. **

Manfaat, objek sewa harus memiliki manfaat tertentu untuk
kepentingan pihak penyewa atau musta ’jir. Benda/jasa yang tidak
dapat digunakan serta diambil manfaatnya tidak boleh dijadikan

sebagai objek sewa.?

4. Syarat ljarah

Dalam pelaksanaan ijarah terdapat syarat-syarat dan tertentu yang

harus dipenuhi agar kegiatan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan

dinyatakan sah. Dengan demikian maka syarat ijarah adalah sebagai

berikut:

a. ‘Agid harus mumayyyiz

Adanya ‘ajir/ mu’jir dan musta’jir (pihak yang

menyewakan dan pihak penyewa) yang mengakibatkan terjadinya

% |bid, 286.
2 |bid, 279.



30

akad sewa (ijarah) atau yang disebut dengan ‘agidayn. Untuk
melakukan akad ijarah maka ‘agid harus mumayyiz, memiliki
kecakapan hukum, sehat, baligh serta sudah mendapatkan izin dari
walinya untuk melakukan kegiatan tersebut. pihak yang terlibat
ijarah tidak boleh terpaksa dan harus berlandaskan kerelaan serta

keikhlasan.?*

b. Objek sewa (ma’jur) halal, tidak cacat dan harus dapat diserah

terimakan

Objek sewa haruslah kepemilikan dari ‘ajir/ mu jir sendiri,
bisa diwakilkan. Barang atau jasa yang dijadikan sebagai objek
sewa haruslah bisa digunakan dan memberikan manfaat kepada
penggunanya atau penyewa. Selain dapat diambil manfaatnya,
objek sewa juga harus halal dan kepemilikan sendiri. Penggunaan
ma jur harus dinyatakan dalam akad atau sesuai dengan ketentuan
pada umumnya.?® Penyerahan ma jur bisa dilakukan dengan tatap
muka maupun jarak jauh. Objek ijarah tidak boleh cacat. Objek
dan tempat untuk melaksanakan akad sewa (ijarah) juga harus ada.
Dalam hal ini objek sewa dapat berupa benda, manfaat, pekerjaan,

uang sewa atau upah.

c. Upah diketahui kedua kedua belah pihak

21 Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah Dan Figh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis
Kontemporer..., 118.

22 Ibid.
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Pemberian upah harus berdasarkan pada kesepakatan awal
dan harus diketahui kedua belah pihak yaitu ‘ajir/ mu’jir dan
musta jir. Upah yang diberikan musta jir kepada ‘ajir/ mu’jir
haruslah berasal dari harta yang halal milik penyewa sendiri,
mempunyai manfaat, dan bisa diserah terimakan.

d. Shighat atau Ijab Qabul harus jelas dan pasti

Adanya shighat adalah untuk memperjelas maksud dan
tujuan kedua belah pihak. Kedua belah pihak dalam melakukan
ijjarah harus berlandaskan sifat kerelaan. Sehingga dengan
melakukan ijab gabul tersebut maka akan menimbulkan
kesepakatan yang benar-benar sesuai serta tidak menimbulkan

kesalapahaman.?

5. Jenis-jenis ljarah
Secara umum ijarah adalah akad sewa menyewa. Namun dalam
materi ini yang dimaksud dengan sewa menyewa terdapat banyak macam
atau jenis ijarah. Untuk lebih jelas mengenai perbedaan jenis ijarah maka

dapat sebutkan sebagai berikut:

a. ljarah a’mal atau askha sh, merupakan jenis akad sewa menyewa
yang berupa jasa atau pekerjaan seseorang. Pihak yang membutuhkan
jasa atau pekerjaan dari seseorang tertentu maka bisa menggunakan
akad ini. Pihak pemberi jasa di sebut dengan ‘ajir/ mu jir sedangkan

pihak yang menerima manfaat atau yang membutuhkan jasa disebut

2 |bid, 121,
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musta jir. Dimana penyewa yang telah mendapatkan manfaat atas jasa
atau pekerjaan dari seseorang yang dipilih (‘ajir/ mu jir) maka wajib
untuk membayar imbalan berupa upah atau ujrah. Pemberian ujrah
harus layak dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh ‘ajir/
mu jir.

ljarah ‘ayn (Mu thlagah) atau ‘ala al-a’yan, merupakan salah satu
akad sewa menyewa atas manfaat dari suatu barang tertentu. Contoh
dari jenis akad ljarah ini adalah manfaat aset. Akad ini tidak
menyantumkan klosul/perjanjian keharusan membeli aset selama masa
sewa atau pada saat berakhirnya akad sewa.

ljarah Muntahiyyah Bittamlik, merupakan akad sewa menyewa yang
terjadi diantara pemilik objek sewa dan penyewa dengan disertai
adanya pilihan terkait pemindahan hak milik yang dapat melalui jual
beli atau pemberian hibah berdasarkan pada kesepakatan awal yang
dibuat dengan keterlibatan kedua belah pihak. Dalam hal ini objek
sewa dapat dimiliki oleh penyewa atau musta jir setelah berakhirnya
akad sewa atau ijarah.

ljarah mau shifah fi al-dzimmah, merupakan akad ijarah terhadap
jasa atau manfaat suatu barang tertentu dengan menyebutkan
spesifikasi objek secara rinci dan detail pada saat awal dibuatnya
akad.

ljarah tashyghiliyyah, merupakan akad sewa menyewa (ijarah)

terhadap manfaat suatu barang dengan perjanjian diawal tidak
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menyebutkan adanya pemindahan kepemilikan objek sewa dari

pemilik objek kepada penyewa.?!

6. Prinsip Upah dalam Islam

Islam sangat menganjurkan bahwa dalam memberikan imbalan
kepada pekerja harus seimbang dengan pekerjaannya serta tidak boleh ada
deskriminasi. Dalam hal ini maka pemberi kerja harus memberikan upah
kepada pekerja dengan layak dan sesuai dengan prosedur.® Hal ini demi
menjamin kesejahteraan kehidupan para pekerja. Jika upah yang diterima
oleh pekerja tidak sesuai maka dapat menimbulkan kekecewaan bahkan
tindakan majikan tersebut dapat berakibat pada perbuatan dzalim. Seorang
pemberi kerja harus membuat kesepakatan dengan pekerja mengenai

besaran upah yang diterima oleh pekerja.

Menurut Ekonomi Islam, terdapat dua prinsip pengupahan yang

diterapkan dalam Islam, yaitu:

a. Adil
Makna Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah kata sifat yang merujuk pada perbuatan, perilaku adil,
tidak memihak, berpegangan pada kebenaran, serta proporsional.

Menurut Bahasa Arab Keadilan berasal dari kata “adala” yang

24 Soemitro, Hukum Ekonomi ..., 117.
> Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam,” Jurnal Bisnis Vol 5 No
2 (2017), 267.
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berarti suatu bentuk perintah atau bentuk kalimat berita. Dalam Al-
Quran ‘adl mempunyai berbagai aspek dan objek serta pelaku yang

bermacam-macam.?®

Menurut Quraisy Shihab dalam buku Ruslan Abdul Manan
yang berjudul “Konsep Upah dalam Ekonomi Islam”, makna
keadilan ada empat macam. Pertama ‘ad! adalah sama. Dalam hal ini
sama dapat mencakup sikap, perlakuan, serta tindakan hakim dalam
mengambil suatu keputusan. Kedua ‘adl adalah seimbang. Maksud
dari keseimbangan yaitu Allah sebagai sang pencipta yang Maha
Mengetahui segalanya serta Maha Bijaksana dalam menentukan
segala sesuatu termasuk mengenai ukuran, kadar, waktu dengan adil
dan sesuai porsi masing-masing. Maksud dan tujuan tersebut adalah
untuk mencapai keseimbangan agar tidak berat sebelah. Ketiga ‘adl
yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini sangat
penting memperhatikan hak-hak individu agar tidak terjadi tidakan
semena-mena serta mencegah terjadinya perbuatan dzalim. Keempat
‘adl adalah sesuatu yang telah dinisbahkan oleh Allah. pada
dasarnya keadilan merupakan kebaikan yang datang dari Allah.?’

Berdasarkan pada pendapat Quraisy Shihab di atas, maka upah

%6 Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam..., 12.

2 |bid, 14.
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dalam ekonomi Islam haruslah adil. Dalam hal ini adil yaitu jelas,

transparan, tidak memihak serta proporsional.?

b. Layak
Layak dalam upah merupakan kesesuaian antara upah dengan
tenaga/jasa yang telah diberikan oleh pekerja kepada majikan. Dalam
hal ini berarti majikan tidak boleh membayar upah yang terlalu
sedikit kepada pekerja. Upah layak adalah imbalan dari majikan
yang diberikan secara wajar kepada pekerja yang telah memberikan
manfaat baik berupa tenaga maupun jasa sehingga tidak terjadi

kesenjangan yang merugikan salah satu pihak.?

Dalam QS. Asy-Syura’ra ayat 183 yang berbunyi:
; 9 <S Py 3 = o~ @ .-
O it 25N (3 1555 g ARELT WU AT Y
Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi
hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.*
Maksud dari ayat di atas yaitu seseorang yang memperkerjakan
orang lain untuk memberikan manfaat kepadanya (majikan) maka
harus senantiasa memperhatikan hak-haknya, serta majikan dilarang

untuk membayar upah pekerja jauh dibawah upah yang biasanya

diterima oleh pekerja.*!

28 |bid, 16.

> Ibid, 19.
% Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, 374.

31 Ghofur., 20.
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7. Konsep Upah Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam istilah upah disebut dengan ujrah al-Amah.
Besaran upah atau ujrah sebagai imbalan yang diterima pekerja ditentukan
oleh jasa serta manfaat yang telah diberikan. Para kapitalis mempunyai
pandangan bahwa penentuan besaran upah pekerja adalah besar kecilnya
biaya hidup pekerja dalam batas minimum yang berlaku. pandangan para
kapitalis ini berbeda dengan pandangan para ulama. Ulama Syafi’iyah dan
Hanabilah berpendapat bahwa jenis akad perjanjian kerja sama yang telah
disepakati akan menimbulkan adanya pemberian imbalan atau upah
mengupah. Sehingga keberadaan akad sangat penting untuk menentukan
besar kecilnya upah yang diterima oleh pekerja. Sedangkan Ulama
Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pemberian imbalan atau
upah tergantung pada akad yang telah disepakati namun dalam pemberian
upah bisa diangsur sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan pekerja

(aqid).*

Untuk menghindari suatu perselisihan diwaktu yang akan datang
maka Islam sangat mengisyaratkan bahwa setiap terjadinya transaksi
perjanjian kerja, upah ataupun ujrah harus jelas dan ditentukan dalam
perjanjian awal kontrak kerja. Hal demikian dilakukan untuk menghindari

adanya kerugian salah satu pihak.

%2 Nur Aksin, “Upah Dan Tenaga Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam,” Jurnal Meta
Yuridis Vo I1 No 3 (2018), 77.
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Kewajiban dalam sistem pengupahan menurut Hanafiyah dan
Malikiyah terdapat 3 poin perkara yaitu adanya syarat untuk pemberian
upah dipercepat terhadap zat akad, upah yang diberikan kepada pekerja
harus tanpa syarat tertentu, dalam Hukum Islam pembayaran upah terkait
manfaat objek sewa dengan sedikit demi sedikit diperbolehkan. Maka
apabila suatu hari pihak yang terlibat dalam akad menyetujui untuk

mengakhirkan upah, maka dalam Islam hal tersebut boleh.*

Upah dalam Islam dibagi menjadi 2 macam, yaitu, upah dalam
lingkup ijarah (sewa) dan upah ji’alah. Dalam ijarah, upah diberikan
karena ada suatu manfaat tertentu yang dihasilkan dari objek sewa.
Dimana pihak yang mempunyai objek tersebut bisa mendapatkan imbalan
berupa upah. Sedangkan upah ji'alah merupakan imbalan yang seharusnya
diterima oleh pihak pelaksana pekerjaan yang mubah, baik diketahui oleh
orang lain maupun tidak. Bentuk upah ji’alah sama dengan sayembara.
Karena kebutuhan manusia sangatlah komplek maka hukum adanya upah

ji‘alah adalah boleh.*

Di kalangan ulama’, terdapat hal- hal vyang dapat
membatalkan/mengugurkan upah terkait dengan penentuan upah pekerja.
Menurut pendapat ulama’ Hanafiyah, jika objek/barang dipegang oleh ajir
atau pekerja dan ada bekas atau kerusakan objek/ benda sewa maka dia

berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang telah

% Ibid,77.
% Ibid, 72.
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dilakukan. Namun jika ajir atau pekerja melakukan pekerjaannya hingga
selesai dan tidak ada kerusakan atas benda yang di bawahnya maka
perkerja tersebut berhak mendapatkan upah secara penuh sampai
pekerjaannya selesai. Berbeda halnya ketika objek/benda sewa berada di
tangan penyewa, maka pekerja dapat menerima upah setelah

menyelesaikan pekerjaannya.®

8. Ketentuan Hukum ljarah

Dasar Hukum akad ijarah adalah boleh atau mubah. kedua belah
pihak yang melakukan akad ijarah haruslah sudah mumayyiz dan paham
tentang ketentuan yang ada disalam Hukum Islam. Objek sewa harus
memiliki manfaat yaitu dapat berupa barang atau jasa serta tenaga
manusia. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan
mengenai ijarah telah mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah
pihak. Oleh karena itu ijarah tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
Pembatalan akad ijarah secara sepihak dapat menimbulkan kekecewaan
serta kerugian bagi salah satu pihak yaitu mu jir/ a jir. Akad ijarah boleh
dilakukan pembatalan ketika terjadi kecacatan yang baru diketahui setelah
akad berlangsung serta manfaat dari suatu objek/barang sewa tidak ada
atau hilang. Dalam melakukan transaksi terhadap suatu barang/ objek
tertentu maka tidak boleh menggantungkan syarat-syarat khusus atas

terjadinya akad ijarah. Objek yang berupa barang atau jasa sewa boleh

% Ibid, 73-74.
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disewakan kembali oleh orang yang menyewa namun harus berdasarkan

pada persetujuan pemilik objek sewa.*

Terjadinya perselisihan antar masyarakat merupakan hal yang
sangat wajar dalam kehidupan di masyarakat. Perselisinan dapat
disebabkan oleh berbagai peristiwa seperti terjadinya kesalapahaman atau
adanya ketidaksesuaian antara kontrak yang dibuat pada saat perjanjian
berlangsung dengan realita yang terjadi. Menurut Ahmad dan Syafi’iyah
dalam buku karya Andri Soemitro yang berjudul Hukum Ekonomi Syariah
dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis, menyatakan bahwa
jika terjadi perselisihan akibat adanya kesalahpahaman terhadap besarnya
harga sewa, maka kedua belah pihak harus bersumpah, baik dari penyewa

maupun pemilik objek sewa.

Apabila terjadi kerusakan atas suatu objek sewa yang berada
ditangan pemilik, maka pekerja tetap berhak untuk memperoleh upah.
Namun apabila objek sewa berada ditangan penyewa (musta’jir) maka
pekerja tidak berhak untuk mendapatkan upah. Hal tersebut karena objek
sewa berada dibawah pemeliharaan si penyewa atau pekerja.
Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad ijarah tidak
membuat akad tersebut berakhir karena transaksi yang menggunakan akad

tersebut sifatnya mengikat sepanjang masa sesuai dengan ketentuan.®’

% Soemitro, Hukum Ekonomi..., 122.
37 Soemitro..., 123.
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B. Konsep Upah Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
1. Upah Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Upah merupakan suatu besaran harga atau imbalan yang
dibayarkan oleh pemberi kerja atau majikan terhadap pekerja karena
manfaat dari jasa yang telah diberikan. Definisi upah dalam buku
pengupahan nasional bahwa upah adalah suatu hak pekerja yang harus
diberikan oleh pemberi kerja atas manfaat dan selesainya pekerjaan yang
telah dilakukan. Dalam hal ini pemberi kerja memperoleh manfaat dari
jasa pekerja, pemberian upah kepada pekerja haruslah sesuai dengan

perjanjian atau kesepakatan dan layak untuk kesejahteraan para pekerja.*®

Upah bagian dari salah satu fungsi terpenting dalam manajemen
sumber daya manusia. Upah adalah bentuk balas jasa yang di berikan oleh
pemberi kerja sebagai hak dari pekerja atas kontribusi yang telah
dilakukan dalam mencapai tujuan dari suatu lembaga atau perusahaan.
Semakin tinggi upah yang di berikan maka pekerja akan semangat dalam
melakukan pekerjaannya. Adanya upah yaitu untuk jaminan dalam
memenuhi kebutuhan hidup layak, dinyatakan dalam bentuk nilai uang
sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang dan kesepakatan

atas dasar adanya perjanjian kontrak kerja.**

Berdasarkan pada peraturan pemerintan Nomor 8 Tahun 1981

tentang perlindungan upah, dimana penerimaan upah adalah sebagai suatu

% Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam..., 37.
% Ardika Sulaeman, “Pengaruh Upah Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan
Kerajinan Ukiran Kabupaten Subang,” Jurnal Trikonomika Vol 13, No 1 (2014), 99.
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imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja atau majikan kepada pekerja
karena telah menyelesaikan pekerjaan tertentu. Upah yang diberikan
kepada pekerja dinyatakan berupa uang berdasarkan pada kesepakatan
yang telah dibuat kedua belah pihak di awal perjanjian kontrak kerja

termasuk mengenai tunjangan.*°

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah adalah suatu hak
buruh/pekerja yang diterima dalam bentuk uang dan dinyatakan sebagai
imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja berdasarkan
pada perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak, kesepakatan kedua belah

pihak, serta peraturan undang-undang yang berlaku.**

Mengenai adanya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja
terjadi karena adanya suatu perjanjian kerja. Hal ini sebagaimana yang
telah dijelaskan pada pasal 50 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Pada padal 51 Undang-undang Nomor 13 tahun
2003 menjelaskan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau
lisan.*? Jika perjanjian kerja dibuat secara tertulis maka pelaksanaannya

harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa upah dalam konsep Undang-undang

yang berlaku adalah imbalan berupa uang yang diterima oleh pekerja,

0 Wayan Gde Wiryawan, Ironi Upah Minimum Dan Industri Pariwisata (Malang: Media Nusa
Creative, 2015), 49.

I Wiryawan..., 38.
*2 Pasal 51 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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berasal dari pemberi kerja/majikan karena adanya penyelesaian suatu
pekerjaan berdasarkan pada kontrak perjanjian kerja yang telah dilakukan
di awal akad. Pelaksanaan pemberian imbalan harus sesuai dengan
peraturan undang-undang yang berlaku.
2. Ketentuan Waktu Kerja

Dalam ikatan perjanjian kontrak kerja yang telah dilakukan di
awal, maka pekerja/buruh mempunyai kewajiban untuk dapat tunduk
kepada aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan/lembaga tempat ia
bekerja. Adanya suatu hubungan kerja akan menimbulkan keterikatan hak
dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian
tersebut. lkatan hubungan kerja salah satunya tentang ketentuan waktu
kerja. Pada pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ketentuan waktu kerja wajib
dilaksanakan oleh pemberi kerja atau pengusaha.*® Dalam hal ini maka
seseorang yang memberikan pekerjaan kepada karyawan atau pekerjanya

wajib untuk menentukan batas waktu kerja.

Mengenai ketentuan waktu kerja diatur dalam pasal 77 ayat 2 huruf
a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menyatakan bahwa ketentuan waktu kerja meliputi 7 jam 1 hari dan 40

jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu atau pada pasal 2

*% Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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huruf b yaitu 8 jam 1 hari atau 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam

seminggu.*

Pengusaha atau pemberi kerja dalam  mempekerjakan
karyawan/pekerja tidak boleh melebihi dari jam kerja yang telah
ditentukan dalam kontrak perjanjian. Namun jika hal tersebut dilakukan
oleh pengusaha akan mengakibatkan adanya pembayaran upah kerja
lembur karena telah mempekerjakan seseorang di luar ketentuan jam
kerjanya. Dalam hal ini maka upah tambahan harus di berikan kepada
pekerja atas pekerjaan yang telah di lakukan di luar jam kerja mereka.
Mengenai hal tersebut maka Undang-undang Ketenagakerjaan telah
mengaturnya di dalam pasal 78 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 tahun
2003 bahwa pengusaha yang mempekerjakan buruh/karyawan melebihi
ketentuan waktu yang telah ditentukan, maka menurut ayat 1 huruf a harus
ada persetujuan dari buruh/pekerja yang bersangkutan. Untuk waktu kerja
lembur dilakukan paling banyak adalah 3 jam dalam sehari atau 14 jam

dalam seminggu.®

Selanjutnya pada pasal 78 ayat 2 menjelaskan bahwa penambahan
waktu kerja di luar ketentuan perjanjian maka dianggap sebagai kerja
lembur dan pekerja berhak untuk mendapatkan upah kerja lembur.“® Setiap
pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja

yang telah disepakati sebelumnya, maka pengusaha tersebut mempunyai

* Pasal 77 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
*® Pasal 78 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
*¢ Pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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suatu kewajiban yang harus dipenuhi seperti membayar upah kerja lembur,
memberikan kesempatan pekerja untuk beristirahat sejenak, memberi
makanan dan minuman untuk asupan gizi pekerja.
3. Mekanisme Pembayaran Upah

Dasar Hukum tentang ketentuan upah pekerja tercantum dalam
pasal 88 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam pasal 88 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap pekerja mempunyai hak
untuk memperoleh upah yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya pada
pasal 88 ayat 2 menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang
layak maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang
melindungi pekerja/buruh.*’ Dari penjelasan pasal di atas dapat dipahami
bahwa seorang pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang
layak untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Hak-hak
para buruh sebagaimana yang telah ada pada pasal 88 ayat 3 telah
dilindungi oleh pemerintah. Pelindungan pemerintah terhadap pekerja

diwujudkan dalam bentuk peraturan ketenagakerjaan serta undang-undang.

Selanjutnya dalam pasal 88 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pemberlakuan
penetapan upah minimum oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup
layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian upah minimum yang layak untuk

*" Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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mencukupi  kebutuhan ekonomi dapat melalui persentase suatu

perbandingan upah minimum dengan Nilai Hidup Layak (KHL).*®

Ketika ada seorang pengusaha memberi amanat untuk melakukan
penambahan jam kerja terhadap buruh namun upah atas kerja lemburnya
tidak dibayar, maka pemberi kerja tersebut dianggap telah melakukan
suatu kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun.
Hal tersebut berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Komponen pengupahan buruh/pekerja meliputi
upah pokok dan upah tunjangan.” Dalam penentuan tunjangan tergantung

pada masing-masing lembaga/perusahaan.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
merupakan seperangkat aturan mengenai segala sesuatu yang berhubungan
dengan tenaga kerja, yang mengatur mengenai waktu sebelum, selama,
bahkan sesudah kontrak kerja berakhir.>® Tenaga kerja adalah seseorang
yang bekerja untuk dapat menghasilkan barang/jasa, yang kemudian hasil
dari produksi pekerja dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Pekerja dalam
melakukan semua pekerjaannya mempunyai batasan-batasan hak dan
kewajiban sebagai pekerja. Perjanjian kerja dibuat oleh kedua pihak yaitu
pekerja dan pemberi kerja berdasarkan pada asas keterbukaan dan tidak

saling memaksakan kehendak.

“8 Wayan Gde Wiryawan, Ironi Upah Minimum..., 16.
%% Pasal 88 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

% Hidayat Muharram, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di
Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 1.
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Di dalam pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan bahwa mengenai adanya hubungan perjanjian
kerja telah di atur dalam Undang-undang tersebut yang mana pembuatan
perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja meliputi adanya
syarat, hak, kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian
tersebut.> Mengenai hal tersebut maka guru honorer mempunyai hak atas
pekerjaan yang dilakukan namun tidak mendapatkan pesangon. Guru
honorer hanya mendapatkan upah atas pekerjaannya sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan. Pekerja honorer mempunyai hak untuk mengambil
jatah cuti sebanyak 12 kali dalam jangka waktu setahun. Selain itu pekerja
honorer akan mendapakan uang tunjangan seperti tunjungan saat hari raya

dan pemutusan hubungan kerja sebelum waktunya habis.

Mengenai tenaga kerja di Indonesia telah diatur dalam Peraturan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam peraturan tersebut telah
dijelaskan secara rinci tentang sebelum, selama dan sesudah berakhirnya
kontrak kerja. Dalam hal ini aturan tersebut tidak membahas mengenai
tenaga honorer secara rinci. Namun jika dikaitkan dengan Undang-undang
tersebut, maka tenaga guru honorer dapat di sebut dengan tenaga kerja
dalam bidang pendidikan. Yang mana guru honorer melakukan kewajiban

atas pekerjaannya dan berhak untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja.

*! Halimatusadiah dan Dhoni Yusra, “Tinjauan Atas Kewenangan Negara (Pemerintah) Membuat
Perjanjian Kerja Dengan Pegawai Honorer Serta Landasan Hukumnya,” Lex Jurnalica Vol 12 No
(2015), 130.
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Syarat sahnya perjanjian menurut hukum positif yaitu adanya unsur
pekerjaan, waktu tertentu, suatu sebab yang halal. Sahnya perjanjian kerja
karena adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal perkerjaan tertentu yang

diperjanjikan serta objek perjanjian halal.

Dalam menjalankan pekerjaannya, guru honorer berhak untuk
mendapatkan suatu perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang
yang berlaku saat ini. Guru honorer memperoleh perlindungan hukum
karena menjalankan tugas atas profesinya dan terkait hak-hak kerjanya
sebagai tenaga mengajar. Guru honorer yang melakukan perjanjian kerja
dengan pemerintah disebut dengan PPPK. Menurut Undang-undang
Nomor tahun 2014 ayat 1 maka PPPK yaitu perkerja warga negara
Indonesia yang terikat kontrak dalam waktu dan dengan memenuhi syarat

tertentu untuk melaksanakan tugas dari pemerintah.

Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atas perintah pemberi kerja
maka kedua belah pihak wajib membuat dan menyepakati kontrak kerja
yang telah ada dalam perjanjian bersama diawal kontrak kerja. Dalam hal
ini maka mengenai jenis perjanjian pekerjaan di bagi menjadi dua yaitu
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja
Waktu Tentu (PKWT). PKWTT disebut sebagai kerja tetep. Yang mana
pembuatan perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pekerja

dengan pemberi kerja dengan waktu yang tidak ditentukan. Berakhirnya

%2 |bid, 139.
%3 Ibid, 164.
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perjanjian Kkerja ini karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak terduga,
seperti pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu kontrak kerja,
serta adanya putusan Pengadilan yang telah inkrah. Sedangkan untuk
PKWT merupakan perjajian kerja dengan jangka waktu yang terbatas dan
telah ditentukan dalam kontrak perjanjian kerja diawal masuk Kkerja.
Biasanya pekerja PKWT disebut dengan pekerja/karyawan kontrak.
Berdasarkan pada penjelasan diatas maka yang menjadi pembeda antara
PKWTT dengan PKWT vyaitu sifat keterikatan antara pekerja dengan

pemberi kerja.>*

Mekanisme pemberian upah pekerja digolongkan menjadi 3
kelompok diantaranya yaitu sistem upah menurut waktu, sistem upah
menurut kesatuan hasil kerja, sistem upah borongan. Mengenai sistem
upah berdasarkan waktu maka pemberian upah dibayarkan sesuai dengan
jangka waktu yang telah disepakati pada kontrak perjanjian. Dalam hal ini
maka pemberi kerja dapat membayar upah pekerja selama perhari,
perminggu atau bahkan perbulan.>® Selanjutnya mengenai sistem upah
menurut kesatuan hasil kerja yaitu pekerja akan memperoleh upah ketika
dia telah menyelesaikan pekerjaannya atau menghasilkan suatu barang
atau jasa tertentu. menurut sistem ini maka semakin rajin seorang pekerja

maka akan mendapatkan upah yang lebih tinggi.>® Untuk sistem upah

> Tim Visi Yustisia, Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak (Jakarta Selatan: PT Visimedia
Pustaka, 2016), 14-15.

*® Singgih Wibowo, Pedoman Mengelolah Perusahaan Kecil (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2007),
19.

% Ibid, 20.
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borongan diberikan atas adanya perhitungan hasil pekerjaan secara
keseluruhan. Dalam hal ini maka banyaknya upah pekerja tergantung pada

banyaknya barang atau produk yang dihasilkan.>’

57 Ibid, 21.
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MEKANISME PEMBAYARAN UPAH GURU HONORER DI SDN
NGEMBEH 2 KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Umum SDN Ngembeh 2
1. Deskripsi tentang SDN Ngembeh 2

Desa Ngembeh terletak di Kecamatan Dlanggu wilayah Kabupaten
Mojokerto. Letak astronomis Kabupaten Mojokerto yaitu 111°20°13”’
sampai 111°40°47°’ Bujur Timur dan 7°18°35°° sampai 7°47°0’" Lintang
Selatan. Selain itu posisi geografis wilayah Kabupaten Mojokerto berada
di dataran serta dikelilingi oleh sungai. Kabupaten Mojokerto mempunyai
batas wilayah sebagai berikut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Lamongan dan Gersik, sebelah selatan berbatasan dengan
Kabupaten Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jombang,
sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten
Pasuruan. Kabupaten Mojokerto memiliki 18 wilayah kecil diantaranya
daerah Gondang, Jatirejo, Trawas, Pacet, Ngoro, Pungging, Mojosari,
Kutorejo, Dlanggu, Puri, Trowulan, Sooko, Gedeg, Jetis, Kemlagi, dan

Dawarblandong.*

Berdasarkan hasil wawancara tanggal pada hari Kamis tanggal 23
September 2021 dengan lbu Sukarnik selaku Kepala Sekolah SDN
Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, bahwa lembaga

Sekolah Dasar ini berdiri sejak tahun 1981. Pada tahun itu jumlah kelas di

! Diakses di Mojokertokab.go.id, pada Selasa, 02-11-2021, Pukul 22.01.

50
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sekolahan tersebut ada 3 ruang kelas. Seiring dengan berjalannya waktu,
sekolah mengalami kemajuan. Awal berdiri lembaga tersebut namanya
adalah SDN Ngembeh 3, lalu pada tahun 2013 diubah menjadi SDN
Ngembeh 2. Hal tersebut terjadi karena ada merger antara SDN Ngembeh
1-2 yang ada di pusat kelurahan menjadi SDN Ngembeh 1 sedangkan yang
SDN Ngembeh 3 diubah menjadi SDN Ngembeh 2.? Jarak SDN 1 dengan
SDN 2 lumayan dekat. SDN Ngembeh 2 sudah memiliki akreditasi A.
SDN ini berlokasi di JI Yon Joko Tole No 81, Ngembeh, Kecamatan

Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

2. Letak Geografis

Desa Ngembeh Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto terletak
di Provinsi Jawa Timur. Kode pos wilayah Dlanggu Kabupaten Mojokerto
adalah 6137 serta kode area yaitu 13. Desa Ngembeh mempunyai
keunggulan seperti terdapat pabrik tempe, pabrik tahu, serta tanaman
Toga. Luas wilayah dan batas wilayah Desa Ngembeh Kecamatan
Dlanggu adalah 247260 Ha. Batas wilayah sebelah utara terdapat desa
Sumber Karang, sebelah timur ada kecamatan Kutorejo, sebelah selatan
ada desa Sumberkarang, dan sebelah barat ada desa Dlanggu.® SDN
Ngembeh 2 berjarak 3 km dari pusat pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk jarak ke kantor kecamatan adalah 2 km. Sedangkan jarak dari

2 Sukarnik (Kepala Sekolah SDN Ngembeh 2), Wawancara, Mojokerto, 27 September 2021.
* Diakses di Mojokertokab.go.id, pada Selasa, 02-11-2021, Pukul 22.01.
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kantor bupati adalah 12 km dan jika diambil jarak dari SDN Ngembeh 2

maka jarak ke Ibukota kabupaten/kota sejauh 15 km.

3. Visi dan Misi SDN Ngembeh 2

a. Visi
Santun dalam Budaya, Unggul dalam Prestasi dan Imtaq
b. Misi
1. Mewujudkan Prestasi sekolah dibidang akademik dan non
akademik
2. Membiasakan warga sekolah untuk melaksanakan 5 S (Senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun)
3. Menerapkan perilaku hidup sehat dan peduli terhadap alam dan
lingkungan
4. Meningkatkan IMTAQ dengan penghayatan agama secara

intensif sebagai penyeimbang perkembangan iptek siswa.

4. Struktur Organisasi SDN Ngembeh 2
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Dalam sebuah lembaga pasti ada sebuah struktur organisasi mulai
dari jabatan paling atas sampai jabatan yang ada di bawah. Adanya
struktur organisasi yaitu untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi
dan pelaksanaan tugas masing-masing. Untuk lebih detailnya, berikut

struktur organisasi di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu:

Kepala Sekolah {Sukarnik, S.Pd) —_—— (PKS:::;g;ikgl;g:i)
Unit Perpustakaan i ll Tata Usaha (Ria
(Andi Septo, $.Pd) Dewi R.S, S.Pd)
| | | | |
Guru Kelas 1 Guru Kelas 2 {Dwi Guru Kelas 3 Guru Kelas 4 (nﬁ::ttlslgflla; gd Guru Kelas 6
{Sukarmi, 5.Pd) Heriyati, 5.Pd) (¥uliana, S.Pd, So) (Waki'ah, S.Pd) So)’ e (Siswoko, 5.Pd)
Guru Agama (Abdur Guru Bahasa Inggris Guru Bahasa Daerah Guru Penjaskes Guru Kertakes (Ria
Rokim, S.Pdi) (Ewi Mudzalifah) {Lia Jayanti, 5.Pd) {Sukini, 5.Pd) Dewi RN, 5.Pdi)

Gambar 3.1 Struktur organisasi SDN Ngembeh 2

5. Jumlah Guru dan Siswa

Di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu terdapat guru PNS
sebanyak 7 orang dan guru honorer sebanyak 6 orang. Jumlah

keseluruhan guru yang mencangkup PNS dan honorer adalah 13 Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Berikut tabel Jumlah Guru di SDN Ngembeh 2 yaitu:

Tabel 1

No | Jenis Kelamin Guru PNS Guru Honorer Jumlah
Perempuan 6 4 10

1.
Laki-laki 1 2 3

2.

Gambar 3. 2 Tabel Jumlah Guru SDN Ngembeh 2

54

Telah ditunjukkan pada tabel 1 di atas bahwa keseluruhan jumlah

guru di SDN Ngembeh 2 ada 13 orang. Untuk guru PNS laki-laki ada 1

orang sedangkan guru PNS Perempuan ada 6 orang. Mengenai guru

honorer terdapat 6 orang yang masing-masing terdiri dari perempuan 4

orang dan laki-laki 2 orang. Jadi total guru honorer di SDN Ngembeh 2

adalah 6 Orang.

Selain tabel jumlah guru mengajar, disini ada juga tabel untuk

mengetahui jumlah keseluruhan siswa di SDN Ngembeh 2 Kecamatan

Dlanggu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Jumlah Siswa Perkelas di SDN Ngembeh 2 tahun ajaran

2020/2021, yaitu:

Tingkat Jumlah
Kelas 1 12
Kelas 2 13
Kelas 3 13
Kelas 4 27
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Kelas 5 20
Kelas 6 13
Total Keseluruhan 98

Gambar 3. 3 Jumlah Siswa SDN Ngembeh 2
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui
bahwa jumlah keseluruhan siswa di SDN Ngembeh 2 ada 98 siswa. Hal
ini membuat SDN Ngembeh 2 kekurangan tenaga pendidik. Karena
jumlah guru PNS hanya ada 7 orang, sehingga SDN Ngembeh 2
membutuhkan tenaga guru honorer untuk membantu proses
pembelajaran. Penerimaan guru honorer tentunya ada syarat-syarat yang
harus terpenuhi seperti keahlian dibidang pelajaran sekolah dasar serta

berasal dari lulusan S1 Pendidikan.
B. Mekanisme Pembayaran Upah

Berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti
mengenai mekanisme pembayaran upah guru honorer di SDN Ngembeh 2
Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, maka peneliti menguraikan
semua data yang di peroleh atas hasil wawancara di lapangan dengan kepala

sekolah, bendahara dan guru honorer selaku informan.

1. Pembayaran upah guru honorer
Untuk mendapatkan fakta dan data di lapangan, peneliti melakukan

penelitian di SDN Ngembeh 2 yang menjadi sasaran dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada kepala sekolah, bendahara
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dan guru honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten
Mojokerto.

Pembayaran upah untuk guru honorer dilakukan setiap bulan
meskipun turunnya dana bos adalah 3 bulan sekali. Sebagaimana yang di
nyatakan Sukarnik (59 tahun), pembayaran upah guru honorer dilakukan
setiap bulan dengan tanda tangan terlebih dahulu di buku besar dan
mengisi absen full. Meskipun pembayaran upah dilakukan setiap bulan
pernah beberapa kali terjadi keterlambatan. *

Kemudian menurut guru honorer Abdur Rokim (44 tahun), batas
waktu pembayaran upah antara tanggal 1 sampai tanggal 5. Meskipun
telah ditentukan batas waktu pembayaran upah namun pernah terjadi 3
kali keterlambatan selama kurang lebih 2 minggu. ®

Selanjutnya pernyataan bendahara Dwi Heriyati Rahayu (38
tahun), bahwasannya pada saat penerimaan upah maka guru honorer
harus tanda tangan di buku slip SPJ gaji dan mengisi absen full. Upah
guru honorer diberikan setiap bulan dengan menggunakan uang talangan
pribadi dari bendahara terlebih dahulu. Kemudian uangnya diganti kalau
dana BOS nya sudah cair. Pembayaran upah tiap bulan dikarenakan
mengahargai tanggung jawab guru honorer dalam mengajar.®

Pernyataan diatas tidak berbeda jauh dari penyampaian guru

honorer kelas Ria Dewi Nadzir (35 tahun), penerimaan upah setiap satu

* Sukarnik (Kepala Sekolah SDN Ngembeh 2), Wawancara, Mojokerto, 23 September 2021.

® Pak Rokim (Guru Agama Honorer SDN Ngembeh 2), Wawancara, Mojokero,16 November
2021.

® Ayu (Bendahara SDN Ngembeh 2), Wawancara, Mojokerto, 16 Novembe021.



57

bulan sekali dengan mengisi absen secara full dan tanda tangan di buku
slip SPJ gaji. Ketentuan waktu pembayaran upah dari tanggal 1 sampai
tanggal 5 namun pernah terjadi keterlambatan sebanyak 3 kali. Biasanya
penyebab keterlambatan diakibatkan oleh bendahara yang lupa
dikarenakan ada acara diluar sekolah.’

Dari penyampaian informan di atas dapat diketahui bahwa
pembayaran upah dilakukan setiap bulan dengan menggunakan uang
bendahara. meskipun pembayaran upah ditalangi oleh bendahara, namun
pernah 3 kali terjadi keterlambatan. Ketepatan pembayaran upah guru

honorer tergantung bendahara.

2. Besaran upah yang diterima
Pembayaran upah untuk guru honorer di SDN Ngembeh 2

berbeda- beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh masing-masing posisi
yang diduduki. Besaran upah untuk guru kelas honorer dan guru mata
pelajaran honorer yaitu sebesar Rp600.000,00 perbulan sedangkan untuk
guru honorer yang membantu di kelas yaitu sebesar Rp300.000,00
perbulan.

Hal ini berdasarkan pada penyataan kepala sekolah vyaitu
Sukarnik (59 tahun), bahwasannya besaran upah yang diterima oleh guru
honorer tergantung pada posisi yang didudukinya. Untuk guru mata

pelajaran honorer dan guru wali kelas honorer mendapatkan upah sebesar

" Nadzir (Guru Honorer Kelas di SDN Ngembeh 2),Wawancara, Mojokerto, 16 November 2021.
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Rp600.000,00 perbulan sedangkan untuk guru honorer yang membantu
di kelas mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00.%

Hal yang sama juga dikatakan oleh guru agama honorer yaitu
Abdur Rokim (44 tahun), pada awal mengajar upah yang didapatkan
Rp200.000,00 perbulan namun seiring dengan berjalannya waktu
sekarang mendapatkan upah Rp600.000,00 perbulan.®

Kemudian pernyataan dari guru kelas honorer yang mulai
mengajar sejak Januari 2010 Ria Dewi Nadzir (35 tahun), awal mengajar
sebagai guru mata pelajaran kemudian menjadi guru bantu di kelas 6
menerima upah  sebesar Rp200.000,00 perbulan namun sekarang
mengalami penambahan gaji sebesar Rp600.000,00 perbulan. Selain itu
mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah sebesar Rp700.000,00
yang dibayarkan 2 kali dalam setahun.®

Selanjutnya pernyataan sebagai bendahara di SDN Ngembeh 2
Dwi Heriyati Rahayu (38 tahun), upah yang didapatkan guru honorer
pada awal mengajar sebesar Rp200.000,00 perbulan lalu sekarang
bertambah menjadi Rp600.000,00 perbulan. Sebelum covid dana BOS
boleh diambil 25% untuk pembayaran guru honorer. Kemudian setelah

covid dana BOS boleh diambil 50% untuk pembayaran guru honorer

& Sukarnik (Kepala Sekolah SDN Ngembeh 2), Wawancara, Mojokerto, 23 September 2021.
® Rokim (Guru Agama Honorer SDN Ngembeh 2), Wawancara, Mojokerto, 16 November 2021.
19 Nadzir (Guru Kelas Honorer SDN Ngembeh 2),Wawancara, Mojokerto, 16 November 2021.
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sesuai dengan ketentuan peraturan BOS terbaru. Untuk perbedaan upah
tergantung pada posisi yang ditempati.*

Berdasarkan pada pernyataan di atas yang diperoleh dari hasil
wawancara maka dapat dipahami dan diambil kesimpulan bahwasannya
upah yang didapatkan oleh guru honorer berbeda-beda. Hal itu bukan
karena banyaknya jam mengajar namun tergantung pada posisi yang
diduduki oleh guru honorer. Dana yang digunakan untuk membayar upah
guru honorer berasal dari dana BOS. Pada awal mengajar upah yang
didapatkan oleh guru honorer sebesar Rp200.000,00 perbulan kemudian

sekarang mengalami penambahan upah sebesar Rp600.000,00 perbulan.

3. Waktu mengajar di SDN Ngembeh 2

Ketentuan waktu mengajar di SDN Ngembeh 2 Kecamatan
Dlanggu Kabupaten Mojokerto tidak jauh berbeda dengan waktu
mengajar di SDN lainnya. Waktu belajar mengajar SDN Ngembeh 2 dari
pukul 07.30 WIB sampai pukul 12.30 WIB. Namun semenjak adanya
pembelajaran tatap muka terbatas (PTM) pada masa pandemi covid-19,
maka pembelajaran dilakukan dengan bergantian. Waktu pembelajaran
sekolah pada saat PTM mulai dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 11.00
WIB.* Untuk kelas 4 sampai kelas 6 biasanya sekolah memberikan jam
tambahan berupa les.

Dulu sebelum adanya Covid-19 les dilakukan dihari efektif

setelah waktu pembelajaran sekolah telah selesai kadang di laksanakan

1 Ayu (Bendahara SDN Ngembeh 2), Wawancara, Mojokerto, 16 November 2021.
12 Nadzir (Guru Kelas Honorer SDN Ngembeh 2),Wawancara, Mojokerto, 16 November 2021.
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dipagi hari sebelum jam pelajaran dimulai. Namun setelah adanya
pandemi Covid ini maka jam tambahan les dilakukan dihari Minggu
dengan durasi waktu 2 jam, yaitu dari pukul 08.00 WIB sampai pukul
10.00 WIB.

Mengenai ketentuan waktu tambahan belajar berupa les maupun
pada saat ada kelas kosong, sebagaimana yang dinyatakan Ria Dewi
Nadzir (35 tahun), amanat untuk mengisi jam les diluar ketentuan jam
mengajar dilakukan setelah pembelajaran di sekolah selesai. Namun
setelah adanya covid-19 maka les dilakukan setiap minggu mulai jam
08.00 sampai jam 10.00. Selain itu juga sering diberi amanat untuk
mengisi kelas yang guru walinya berhalangan hadir. Meskipun telah
mengisi jam tambahan tersebut, namun tidak ada tambahan upah. **

Hal serupa juga dinyatakan oleh bendahara Dewi Heriyati Rahayu
(38 tahun), guru honorer selama ini sering mengisi jam pelajaran disaat
guru wali kelasnya atau guru PNS sedang rapat dan berhalangan hadir.
Kemudian juga sering diberi amanat untuk mengisi jam les. Upah
perbulan yang diterima tidak bertambah meskipun diberi amanat untuk
mengisi jam tambahan.**

Berdasarkan pernyataan yang telah diberikan oleh guru honorer
dan bendahara, dapat diketahui bahwa guru honorer sering diberi amanat
untuk mengisi jam tambahan baik jam tambahan berupa les maupun pada
saat guru wali kelas rapat dan berhalangan hadir. Meskipun guru honorer
sering mendapatkan amanat melakukan tambahan jam mengajar namun
upah yang yang didapatkan tidak bertambah dan sesuai dengan gaji
pokok.

3 Ibid.

1 Ayu (Bendahara SDN Ngembeh 2), Wawancara, Mojokerto, 16 November 2021.
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BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP
MEKANISME PEMBAYARAN UPAH GURU HONORER DI SDN
NGEMBEH 2 KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Guru
Honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto
Pada Bab sebelumnya telah diuraikan tentang konsep ljarah dalam

hukum Islam serta mengenai gambaran tentang mekanisme pembayaran upah
guru honorer di SDN Ngembeh 2. Dalam praktiknya mekanisme pembayaran
upah di SDN Ngembeh 2 termasuk dalam kategori ijarah al- a’mal. Ijarah
merupakan suatu akad pemindahan hak atas objek yang dapat berupa jasa
atau barang dalam ikatan waktu dengan disertai imbalan berupa upah. Inti
pokok dari ijarah terletak pada pengambilan suatu manfaat terhadap barang

atau jasa disertai ikatan waktu tertentu dengan adanya imbalan berupa upah.*

Upah merupakan besaran harga yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja karena telah menyelesaikan
suatu pekerjaannya. Besaran pembayaran upah harus disepakati oleh kedua
belah pihak yaitu pemberi kerja dan pekerja. Pekerja yang melakukan
pekerjaan di luar ketentuan jam kerja dapat dimasukkan sebagai kerja lembur.

Sehingga pekerja tersebut berhak untuk memperoleh upah kerja lembur.

! Muhammad Yazid, Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 191-192.
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Dalam melakukan suatu akad ijarah tentunya terdapat rukun dan
syarat serta ketentuan lainnya yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya
menjadi sah. Tujuan dari terpenuhinya rukun dan syarat ijarah dan rukun
supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Praktik pembayaran upah di SDN
Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto termasuk dalam akad

ijarah. Dimana ijarah sangat berkaitan erat dengan sistem upah mengupah.

Berbicara tentang rukun ijarah yang pertama yaitu ‘Agidayn..
‘Agidayn merupakan pihak atau pelaku yang terlibat dalam akad ijarah .
Pihak tersebut terdiri dari mu jir dan musta’jir. Dalam penelitian ini yang
menjadi pelaku ijarah adalah kepala sekolah dan guru honorer di SDN

Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

Kemudian rukun ijarah yang kedua yaitu sighat. sighat adalah ijab
gobul yang dibuat oleh pelaku ijarah berupa kesepakatan. Dalam penelitian
ini kesepakatan dibuat oleh secara lisan kepala sekolah dengan guru honorer
di SDN Ngembeh 2. Dimana kesepakatan tersebut berisi tentang tentang upah
dan ketentuan waktu mengajar. Mengenai ketentuan waktu mengajar telah
ditetapkan dari pukul 7.30 WIB sampai pukul 12.30. Namun terdapat
beberapa guru honorer yang sering diberi amanat untuk mengisi jam
tambahan pelajaran diluar ketentuan jam mengajarnya. Seperti mengisi kelas
yang guru walinya berhalangan hadir, ketika guru PNS rapat, dan mengisi

jam tambahan berupa les.
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Selanjutnya rukun yang ketiga ada ujrah atau upah. Upah merupakan
imbalan atas suatu pekerjaan/jasa seseorang yang telah dilakukan. Di SDN
Ngembeh 2 pemberian upah kepada guru honorer berbeda-beda. Hal ini
tergantung pada posisi yang didudukinya. Untuk upah guru honorer wali
kelas dan guru honorer mata pelajaran sebesar Rp600.000,00 perbulan
sedangkan untuk guru honorer yang membantu di kelas sebesar
Rp300.000,00 perbulan. Meskipun guru honorer sering diberi amanat untuk
mengisi jam tambahan mengajar, namun upah yang didapatkan tidak ada

penambahan.

Lalu rukun yang keempat adalah manfaat. Manfaat merupakan sesuatu
yang diberikan kepada penyewa berupa manfaat barang atau jasa. Pada
penelitian ini manfaat yang diberikan oleh guru honorer di SDN Ngembeh 2
berupa ilmu pengetahuan serta metode pembelajaran untuk pemahaman siswa

terhadap teori yang diajarkan.

Selain rukun, dalam melakukan akad ijarah juga harus memenuhi
syarat-syaratnya seperti orang yang melakukan akad haruslah berakal dan
mumayyiz, adanya keridhaan kedua belah pihak, objek akad merupakan

sesuatu yang halal, jelas dan dapat diketahui.

Berdasarkan pada tinjauan hukum Islam mengenai mekanisme
pembayaran upah guru honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto, rukun dan syarat ijarah telah terpenuhi dan sah

meskipun ada beberapa rukun yang tidak sesuai.
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Selain syarat dan rukun ijarah , kemudian terdapat dasar hukum
ijarah yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan akad ijarah. Dasar

hukum ijarah sebagai berikut.

Dalam QS. Al-Kahfi ayat 77 berbunyi :
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Keduanya berjalan hingga sampai pada suatu negeri, mereka
meminta untuk dijamu kepada para penduduk negeri itu, tetapi
penduduk negeri tersebut tidak mau menjamu mereka, kemudian
keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir
roboh, maka Khidhr berusaha menegakkan dinding itu. Musa berkata:
Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.?

Pada ayat di atas menjelaskan bahwasannya seseorang yang telah
memberikan tenaga serta jasanya terhadap orang lain maka ia berhak
untuk mendapatkan upah. Dalam hal ini maka adanya tambahan jam
mengajar maka guru honorer berhak mendapatkan upah tambahan atas

pekerjaan yang telah dilakukan.

Kemudian dalam QS.Al-Bagarah ayat 233 berbunyi:

‘l; “ - (’.«.«Lw ‘J‘ VS«G CL:;- 5@ VSJYj‘ ‘ }a..,a}.w.: d\ (‘éj\ d\j
Dan jika kamu ingin menyusuhkan anakmu kepada orang Iam,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut cara yang patut. Bertagwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.®

2 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, 302.
* Ibid, 37.
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Dari penjelasan ayat di atas diketahui bahwa ketika mempekerjakan
seorang pekerja hendaklah memberikan upah yang layak sesuai dengan
pekerjaan yang telah dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan
waktu mengajar. Seorang guru honorer yang sering mendapatkan amanat di
luar ketentuan jam mengajarnya berhak untuk mendapatkan upah tambahan.
Namun pada kenyataannya bahwa guru honorer sering diberi amanat untuk
mengajar kelas yang guru walinya berhalangan hadir, ketika guru PNS
sedang rapat, dan mengisi jam tambahan berupa les. Dengan demikian
menjadikan jam mengajar guru honorer bertambah tetapi upah yang
didapatkan tidak ada penambahan.® Dengan demikian maka hal ini tidak
sesuai dengan QS. Al-Kahfi ayat 77 dan QS.Al-Bagarah ayat 233 yang

merupakan dasar hukum ljarah.

Dalam hukum Islam Ijarah mempunyai prinsip adil dan layak. Prinsip
adil mempunyai makna jelas, transparan, tidak memihak serta proporsional
dan layak berarti kesesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan upah
yang dibayarkan. Dalam hal ini maka seorang pemberi kerja tidak boleh
membayar pekerja dengan upah yang sedikit serta sesuai dengan pekerjaan
yang telah dilakukan. Dalam QS.Asy-Syura’ra ayat 183 yang berbunyi:

5 Gkt 51 3 555 N A0 S0 1,25 N

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-
haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

* Nadzir (Guru Honorer Kelas di SDN Ngembeh 2),Wawancara, Mojokerto, 16 November 2021.
® Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, 374.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa pemberi kerja tidak boleh membayar
upah pekerja terlalu sedikit dan harus memperhatikan hak-hak yang

seharusnya didapat oleh pekerja.

Mengenai ketepatan waktu pembayaran upah, sebagaimana yang telah

ditentukan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

pll olos ofe o D G5 36 J6 a2 o3 e e
(@rly nle o) oly) B2 S O 435 4321 520
Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah Bersabda:

berikanlah Upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. (HR Ibnu
Majah dan at-Thabrani).®

Maksud dari Hadist di atas adalah pemberi kerja harus membayar
upah pekerja sebelum keringatnya kering. Dalam hal ini jika ketetapan upah
dibayarkan setelah pekerjaan selesai maka pemberi kerja harus segera
membayarnya apabila pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya. Namun jika
pemberian upah telah ditetapkan sebulan sekali disertai dengan batas waktu
pembayaran, maka pemberi kerja harus membayarkan upah pekerja pada
batas waktu yang telah ditentukan. Pemberi kerja tidak diperbolehkan
membayar upah pekerja melebihi ketentuan batas waktu. Jika hal tersebut

terjadi maka dapat menimbulkan rasa kekecewaan pekerja.

Di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto
mengenai ketentuan waktu pembayaran upah guru honorer telah ditetapkan

tiap bulan antara tanggal 1 sampai tanggal 5. Namun pada kenyataannya

® Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram (Jakarta Timur: Akbar
Media, 2012), 245.
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pembayaran upah guru honorer SDN Ngembeh 2 pernah terjadi 3 Kali
keterlambatan. Faktor yang menyebabkan terlambatnya pembayaran upah

karena bendahara sibuk dan akhirnya lupa.

Dalam hal ini sudah jelas bahwasannya keterlambatan dalam
pembayaran upah dan tidak ada upah tambahan akibat penambahan jam

mengajar menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip ijarah.

B. Tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap mekanisme pembayaran upah guru honorer

di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terdapat aturan mengenai upah. Upah menurut peraturan
Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan hak yang diterima oleh pekerja
atau buruh sebagai bentuk imbalan berupa uang yang diberikan oleh pemberi
kerja atau majikan atas pekerjaan yang telah diselesaikan dan telah ditetapkan
dalam perjanjian kerja, kesepakatan serta aturan undang-undang yang

berlaku.’

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa seorang pekerja yang
telah melakukan pekerjaannya berhak atas upah sebagai imbalan atas
selesainya suatu pekerjaan. Upah yang diterima oleh pekerja harus layak dan
sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini maka besar kecilnya

jumlah upah yang diterima tergantung pada jenis pekerjaan dan waktu ia

" Pasal 1 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
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bekerja. Agar tidak menimbulkan rasa kekecewaan serta bisa menciptakan
suatu keseimbangan antara pekerja dan pemberi kerja maka perlu adanya

pertimbangan tingkat upah dalam suatu perjanjian kerja.

Pengusaha atau pemberi kerja tidak boleh mempekerjakan
karyawan/pekerja melebihi ketentuan waktu dari jam kerja yang telah
disepakati dalam kontrak perjanjian kerja. Jika hal tersebut terjadi maka akan
mengakibatkan adanya pembayaran upah kerja lembur karena telah
mempekerjakan seseorang diluar ketentuan jam kerjanya. Dalam pasal 78
ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dijelaskan bahwa pengusaha atau pemberi kerja berkewajiban untuk
membayar upah kerja lembur jika mempekerjakan pekerja melebihi waktu

kerja.®

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam tinjauan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap mekanisme
pembayaran upah guru honorer di SDN Ngembeh 2 Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto ditemukan bahwa terdapat perjanjian yang telah dibuat
oleh kepala sekolah dengan guru honorer. Perjanjian tersebut dibuat secara
lisan tanpa adanya bukti tertulis. Dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan
waktu mengajar. Ketentuan waktu mengajar yaitu dari pukul 07.30 WIB
sampai dengan pukul 12.30 WIB. Namun ternyata terdapat beberapa guru
honorer yang sering diberi amanat untuk mengisi jam tambahan di luar

ketentuan jam mengajarnya. Tambahan jam mengajar guru honorer seperti

& Pasal 78 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
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mengisi kelas disaat guru wali kelas sedang berhalangan hadir maupun ketika
guru PNS sedang rapat, serta mengisi les yang biasanya dilakukan di luar jam

pelajaran sekolah.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 78 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pihak pemberi kerja dalam
penelitian ini adalah kepala sekolah wajib memberikan upah tambahan
kepada guru honorer yang jam mengajarnya bertambah. Namun ternyata fakta
dilapangan menunjukkan bahwa tidak ada tambahan gaji yag diterima oleh
guru honorer meskipun jam mengajarnya bertambah. Hal ini menimbulkan
adanya ketidaksesuaian pembayaran upah dan ketentuan waktu mengajar
terhadap pasal 78 Undang-undang  Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

Guru honorer merupakan tenaga kerja dibidang pendidikan dan
berhak untuk mendapatkan upah yang layak. Mengenai pembayaran upah
layak diatur di dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Pada pasal 88 ayat 1 berbunyi “setiap pekerja/ buruh
berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan”.’ Dari pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap
pekerja yang terdiri dari buruh, PNS, Wiraswasta serta tenaga kerja lainnya
mempunyai hak untuk mendapatkan upah secara layak sesuai dengan posisi
kerja dan pendidikan yang telah ditempuh guna memenuhi kebutuhan hidup

pekerja dan keluarganya.

° Pasal 88 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
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Pembayaran upah di SDN Ngembeh 2 dibayarkan setiap satu bulan
sekali antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Namun meskipun telah
ditentukan batas tanggal pembayarannya pernah 3 kali terjadi keterlambatan.
Selain itu upah yang diterima guru honorer jumlahnya sedikit. Untuk guru
honorer yang mengajar mata pelajaran tertentu dan guru honorer wali kelas
mendapatkan upah Rp600.000,00 perbulan. Sedangkan untuk guru honorer
yang membantu guru wali kelas mendapatkan upah Rp300.000,00 perbulan.
Jumlah nominal upah yang di terima oleh guru honorer dirasa kurang untuk
memenuhi kebutuhan. Hal ini dapat menyebabkan kesejahteraan guru honorer
tidak terpenuhi. Selain itu 3 kali pernah terjadi keterlambatan dalam
pembayaran upah guru honorer. Penyebab keterlambatan pembayaran akibat

dari banyaknya kesibukan bendahara sekolah.

Guru honorer merupakan tenaga kerja dalam bidang pendidikan.
Sebagai tenaga kerja pendidikan guru honorer mempunyai hak untuk
memperoleh upah yang layak dan tepat waktu meskipun upah yang akan
didapatkan tidak sebanyak guru PNS dan buruh pabrik. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang mekanisme pembayaran upah
di SDN Ngembeh 2 ternyata tidak sesuai dengan pasal 78 dan 88 Undang-

undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang uraikan di atas, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut tinjauan Hukum Islam, mekanisme pembayaran upah guru
honorer di SDN Ngembeh 2 telah sah karena memenuhi rukun dan syarat
ijarah meskipun tidak sesuai dengan prinsip ijarah. Ketidaksesuai
prinsip ijarah dikarenakan upah yang didapatkan guru honorer tidak
seimbang dengan manfaat yang telah diberikan serta pernah 3 kali terjadi
keterlambatan dalam pembayaran upah.

2. Menurut tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan mekanisme pembayaran upah guru honorer di SDN
Ngembeh 2 tidak sesuai dengan pasal 78 karena ada kelebihan waktu
mengajar namun upah yang diberikan tidak ada penambahan dan pasal
88 karena upah yang diberikan kurang layak.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang menghasilkan kesimpulan di atas

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah agar mencari solusi mengenai mekanisme

pembayaran upah di SDN Ngembeh 2 untuk menjamin kesejahteraan
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guru honorer serta tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah
guru honorer.

. Bagi guru honorer agar lebih mengetahui mekanisme pembayaran upah
serta lebih mengedepankan rasa keikhlasan dalam memberikan ilmu
kepada anak didiknya di sekolah.

. Bagi pemerintah agar mencari solusi untuk kesejahteraan guru honorer di

Indonesia.
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